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PFPELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PITXANA
ABORTUS PROVOCATUS OLEH PENYIDRIK 'OLRI
(5tudi Kases Wilayah Hukum POLDA SUMBAID

ARSTRAR

Hukum acara pidana merupakan himpunan ketentuan-ketentuen vang
mengatur lentang tata cara menvidik dan mengosut. messntui seras mengadili
orang yang diduga melanggar suatu ketentuan hukem pidana. Penvidik dan
Penyidik pembantu di dalam melakukan tindzkan penyidikan harus menunit cama
vang telah ditentukan dalam Perundang-undangan. Dalam  melaksanakan
wewenangnyl maka Penyidik dan penyidik pembantu tidak boleh keliar dari pada
Lelentuan-kelentuan yang telzh digariskan tersebol, ager tidak terjadi salah
iangkap dan salah tahan terhadap orang vang diduga melakukan suatu tindak
pidana. Maka dart itu menural Undang-widang No® tzhun 1981 (KUHAP), vang
dapat ditenjuk sebagai Penyvidik adalah petugas yang diberi wewenang untuk jtu.
Penyidikan merupakon serangkaian kegiatan vang dilakukan oleh penvidik untuk
mencan dan mengumpulkan barang bukti untuk selanjummyva dapat diketalu siapa
tersangkanya. Tindakan setelah pengolahan TKP adalah apabtla tersangka belum
tertangkap tangan maka scgen dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah
penangkapan. Kecuali apabily tersangka tertangkap tangan, Kemudian segera
dilakukan pemerikssan ferhadap  tersangks dan dilakukan  penghanan dan
dibuatkan benta acaranya. Selanjutnya adalah pemeriksaan saksi vang diperiksa
satu: persatu dan dibuat berita acaranya. Pada kasus Aborres Provecams sangat
sedikit sekali kasus-Kasus vang sampai pada tahop penvidikan, Hal ini amara lain
dischabkan karena pihak. baik ibu hamil maupun yang membantu melakekannya
schelumnya pasti sudal melokukan  pemufakatan jehat untek saling tidak
melaporkan perbuatannyva, karena pasti akan mergikan diri sendiri. Metode
penelitian vang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis sosilogis.
Selelah  dilakukan  penelitian pada kasus  Jhorius provecarns di POLDA
SUMBAR. pada hakekatnya pelaksanaan penyvidikan kazus tindak pidana Aborts
Provecatws sama dengan  penyidikan  kasus  tindak  pidapa  lain. Yang
membedakannya hanyalah dzlsm pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana
Aborins Provocafis diperlukan bantuan saksi ahli. Yang dalam hal ini adalah
pihak dokter untuk membwst Fiswn £t Repertn. Penyidik atas Penyidik
pembantu dalam melakukan tugasnya tidak Juput dari berbapai kendala.
diaetaranya adalah kendala interen dan eksteren, Penulis menyarankan apar
kendala yang dibadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tidak menjadi
halangan dalam wpava penegakan hukum den mencari keadilan.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Huikiine merepakan seperanghat aturan-aturan yang harus ditegakkan di
dalam masyarakat yang bersifat fundamental, sehingga tidsk bertentangan
dengan nilai-nilai kemanusiaan yvang adil dan beradab dengan berlandaskan
asas keadilan sostal bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai vang diamanatken
oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945, i dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal |
ayat 3 disebutkan bahwa "Negara Indonesta Adalah Neoara Hukum®, Jadi
segala perbuatan melanggar hukum vang dilakukan oleh Warga MNegara
Indonesia dapat dikenai sanksi pidana yang tegas. Adapun salsh satu aparat
peiegak hukum vang ada di Indonesia adalak Polri.

Polri merupakan salah satu alat pemerintaban negara i bidang
penegakan hukum, pemberian perlindungan dan pelayanan masvarakat sena
pembimbing masyurakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tepaknva
hukum serla tecbinanya kehidupan vang tentram dalam masyarakat, Salak satu
tugas Polri adalah melakukan penyidikan terhadap suatu kasus atau perbuatan
pidana. Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan

pengertian opsporing (Belanda) dan frvestigorion (Inggris) atau penyiasatan



atau siasat (Makaysial' Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Acam
Pidana (RUHAP) memberi definisi penyidik sebagai berikut - “Penvidik
adalah peizbat polisi Negara Republik Indonesia stay pejabat pegawai negerd
sipil fertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk
melakekan penyidikan™,

Pengertian penyidikan terdapat dalam Pasal | butir 2 yang berbumnyi :

"Penyidikon adalah seraspgkaian tindakan penvidik dalam hal dan
menurut cara vang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukts vang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ™.

Dalam Pasal & KUHAP ditentukan dua macam badan vang dibebani
wewenang penyidikan. vaitu :

a. Pejabat Polisi Megara Republik Indonesia.

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tedentu yang diberi wewenang khusus

aleh Undang-undaryg.

Penyidik pejabat polisi negara diangkat oleh Kepala Kepolisian
Republik Indenesia, yang dapat melimpahkan wewenang iersebut kepada
pejabal pelist lain. Penyidik pepawai negeri sipil diangkat oleh Menteri
Kehakiman  atas  usul  departemen  yang  membawahinya, Wewenang
pengangkatan tersebot dapat dilimpalbkan pela oleh Menteri Kehakiman.
Sebelum  penganpgkatan rerlebih  dazholu Menteri Kehakiman  meminta

perliimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesio.
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" Andi Hlasniah, Hukun feara Pidara fodanesia, OV, Sapie Antha Java, Jakaria, 1996 hal
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FENUTUP ; .
WESIMPULAN | ,l'.: 3 .:‘ : ” -
Dari hasil penelitian yang penulis Iﬁkl.u};.an & ?Eﬂ&ﬁyﬁﬁ%ﬂ{: .
dan RS, M. Djamil Padang. dapat diambil kesimpulan : ““i‘*

1. Pelaksanzan penyidikan oleh penyidik Polrl dalam menvidik kasus tindak
pidama Aborms Provecass dimulai dari adanya laporan dan  atau
pensaduan dari korban atau orang vang mclihat stan mendengar sendin
tentang adanya tindak pidana vane terjadi. Selanjutnva laporan fersebut
dituangkan ke dalam Laporan Polisi untok di cindak lanjmi. Dan
pemeriksaan TP, penvidik mengumpulkan bukti-bukti vang berkaitan
dengan tindak pidana Abortus Provecarys. Barang bukti 1erscbut dapat
berupa obat atau alat yang digunakan dalam wpava menggugurkan
kandungan, Langkah selanjutnya sang ditempuly clelh penyidik Molii
adalah melakukan penangkapan terhadap fersangka dengan discriai
dengan surat  periniah  penangkapan. Dan  selanjutnya  dilakukan
penthanan yang diserai dengan sural perintah penahanan oleh penyidik.
Selanjuteya  penyidik  maupun  penyidik  pembantu  melakukan
pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka. Apabila proses pemeriksaan
telah selesai maka hasi dan pemenksaan terscbut dibvatkan berita acara
pemeriksnanya. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana Abortus

' Provocatus pada -hakekatnya sama dengan pelaksanaan penyidikan

tindak pidana lainnya. yang membedakannya hanyalah dalam penyidikan

-_—
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kasus tindak pidana dkowns Provocatns diperlukan bantuan saksi ahli,
Yang dalem hal ini adelsh pihak doker untuk membuat Fiswsr £r
Repertum. Langkah selanjutniva adatsh cenveriban atpe oelimpahan
berkas perkara ke Rgjaksaan. Apabila berkos perkara yang diserahhan
tersebul dalam  jangka wakiu 14 barr fidak  dikembalikan, maka
penvidikan diangeap selesai. Tetapi jika dikembalikan lagi kepada
penyidik. maka penyidik  berkewajiban  untuk  melengkapi  dan
menyempumakan kembali,

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana Aborius  Provecatus,
penyidik menghadapi berbagai kendala yang terkadang membuat proses
penyidikan menjadi tethambat. Kendala tersebut berasal dari penyvidik
Polri yang penulis mimuskan ke dalam kendala vang bersift interen, dan
kendala vang berasal dari luar penyidik Polri vang penulis rumuskan ke

dalam kendnla vang bersifat eksteren.
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